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NO SASARAN  DPKPP
INDIKATOR  

KINERJA  UTAMA  
SATUAN

Penjelasan
Penanggung 

Jawab

Target Kinerja Sasaran

INDIKATOR  KINERJA  UTAMA

DINAS  PERUMAHAN,  KAWASAN  PERMUKIMAN  DAN  PERTANAHAN  TAHUN  2025-2030

Sumber 

Data

Hasil 

Perhitungan 

dan Laporan

2 Meningkatnya 
kualitas bangunan

gedung pemerintah

Presentase 
bangunan gedung 

pemerintah yang 
memenuhi 

ketentuan teknis 

bangunan & 
berfungsi

%

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2021 bahwa Penyelenggaraan Bangunan

Gedung Negara yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan
BGN adalah kegiatan yang meliputi proses perencanaan

teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan

pemanfaatan, Pelestarian, dan Pembongkaran pada BGN.

Bidang Bangunan 

Gedung
39,41 56,46 63,25

45,05 47,48 50,46 53,02 55,70 58,341

Meningkatnya akses

hunian layak yang
didukung kualitas

layanan  PSU

Persentase Rumah 

tangga dengan akses 
hunian layak, 

terjangkau dan 

kualitas layanan PSU 

yang berkelanjutan %

Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tetang

Perumahan Dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan
sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan

perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman,

pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan

kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman

kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem
pembiayaan, serta peran masyarakat. 

Bidang Perumahan 

dan permukiman

67,64 71,09 74,45

Hasil 

Perhitungan 

dan Laporan

3 Meningkatnya akses
lahan untuk

kepentingan umum

Persentase 
pengadaan lahan 

untuk kepentingan 

umum

%
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan

untuk Kepentingan Umum bahwa Pengadaan Tanah adalah
kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti

kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak

Bidang 

Pertanahan
48,57 51,79 55,70 58,45 61,22 63,65

Hasil 

Perhitungan 

dan Laporan


